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LAMPIRAN 

SURAT PERJANJIAN  

HAK PEMAKAIAN NAMA ES TELER 77 UNTUK KOTA SEMARANG 

Pada hari ini di Semarang tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan Maret, tahun 1987 

(seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) telah terjadi kesepakatan dan 

perjanjian antara : 

 

1. Tuan sukiyatno Nugroho pengusaha dan pemilik rumah makan ES 

TELER 77 , bertempat tinggal di jalan Pembangunan I no 24 jakarta, 

selanjutnya disebut pihak KESATU. 

2. Tuan harrry sulistio, partikelir, bertempat tinggal di jalan citarum no 

67 Semarang, selanjutnya  disebut pihak KEDUA 

BAB I 

PENDAHULUAN  

PASAL 1 

Pihak kesatu adalah Pengusaha sekaligus pemilik merk dagang ES TELER 77 

yang telah terdaftar pada kantor Direktorat Jendral Paten dan Hak Cipta 

Departemen Kehakiman Indonesia. 

PASAL 2  

Pihak kesatu memberikan hak kepada pihak kedua untuk membuka usaha ES 

TELER 77 dan sekaligus menjadi satu-satunya pemegang lisensi untuk Kota 

Semarang 

PASAL 3 

Pihak kedua berhak untuk membuka cabang-cabangnya di Kota yang sama dengan 

persetujuan dan mengikuti ketentuan dari pihak kesatu 

BAB II 

WAKTU 

PASAL 4 

Hak pemakaian waktu tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai 

tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan Maret 1987 (seribu sembilan ratus delapan 
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puluh tujuuh) dan berakhir tanggal 26 (dua puluh enam), bulan Maret tahun 1992 

(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) 

PASAL 5 

Bila masa tersebut telah berakhir, maka pihak kedua dapat 

memperpanjang/memperbaharui perjanjian ini dengan persetujuan kedua belah 

pihak dikemudian hari selambat-lambatnya tiga bulan sebelum masa perjanjian ini 

berakhir 

BAB III 

BIAYA  

PASAL 6 

Biaya pemakaian merek untuk jangka  waktu 5 (lima) tahun tersebut sebesar Rp. 

11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) 

PASAL 7 

Biaya-biaya tersebut sudah termasuk : 

❖ Hak pemakaian nama untuk membuka rumah makan ES TELER 77

selama jangka waktu lima tahun 

❖ Biaya peninjauan dan persiapan pembukaan (tidak termasuk transportasi 

dan akomodasi) 

❖ Biaya perencanaan dan konsultasi selama menjalankan kerjasama 

❖ Biaya pengajaran dan pengalihan resep-resep dan standarisasi mutu 

❖ Biaya konsultasi promosi untuk usaha ini 

❖ Biaya mencantumkan alamat cabang untuk setiap promosi yang 

dilakukan oleh ES TELER 77 beserta segala bentuk kegiatannya 

PASAL 8 

Biaya untuk perpanjangan waktu pemakaian merek akan ditentukan kemudian 

pada masa perpanjangan waktu yaitu 3 bulan sebelum perjanjian berakhir 

PASAL 9 

Biaya untuk membuka cabang di kota yang sama akan ditentukan setelah 

permohonan untuk membuka cabang disetujui 
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BAB IV 

LOKASI/GEDUNG/DEKORASI/PERALATAN/PERAWATAN 

PASAL 10 

Lokasi: Lokasi harus di daerah ramai dan strategis  

             Lokasi harus disetujui pihak kesatu 

PASAL 11 

Gedung: 

1. Gedung yang akan dipergunakan harus milik sendiri atau kontrak/sewa 

minimal 5 tahun 

2. Biaya pembelian gedung atau kontrak/sewa ditanggung oleh pihak 

kedua 

3. Gedung harus dalam keadaan baik dan memenuhi syarat untuk dipakai 

selama usaha 

4. Biaya perbaikan gedung menjadi tanggung jawab pihak kedua 

5. Gedung harus memiliki fasilitas air yang cukup dan baik. Biaya untuk 

penyediaan air dan iuran bulanannya menjadi tanggung jawab pihak 

kedua 

6. Gedung harus memiliki fasilitas listrik yang cukup dan baik. Biaya 

untuk penyediaan listrik dan iuran bulanannya menjadi tanggung jawab 

pihak kedua 

7. Gedung harus terbebas dari segala tuntutan atau sengketa dengan pihak 

lain. Segala tuntutan yang diajukan atas gedung menjadi tanggung 

jawab pihak kedua 

PASAL 12 

 Dekorasi :  

1. Dekorasi dikerjakan oleh pihak kedua yang telah disetujui oleh pihak 

kesatu 

2. Biaya-biaya untuk dekorasi ditanggung oleh pihak kedua 
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PASAL 13 

Peralatan : 

1. Peralatan disediakan oleh pihak kedua 

2. Semua biaya untuk pembelian peralatan menjadi tanggung jawab 

pihak kedua 

BAB 14 

Perawatan : gedung, dekorasi, dan peralatan merupakan  milik pihak kedua yang      

harus dijaga dan dirawat selama pemakaiannya 

BAB V  

PERSONALIA 

PASAL 15 

Pihak kedua menyediakan seluruh karyawan dan karyawati yang dibutuhkan 

a. 1 orang pimpinan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab 

b. 1 orang kasir yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab 

c. Beberapa orang karyawan dan karyawati untuk bagian dapur, pelayanan dan 

pembelian 

PASAL 16 

Pihak kesatu akan memberikan pengarahan dan latihan kepada para karyawan dan 

karyawati beberapa saat sebelum pembukaan sampai beberapa waktu setelah 

pembukaan 

PASAL 17 

Biaya untuk mendatangkan staf ahli tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua, 

antara lain transport dan akomodasi 

PASAL 18 

Gaji, uang makan, dan segala biaya serta hal-hal yang menyangkut masalah 

kepegawaian menjadi tanggung jawab pihak kedua 
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BAB VI 

BAHAN DAN PERLENGKAPAN 

PASAL 19 

Penyediaan bahan dan perlengkapan ditangani pihak kedua dan semua biaya-biaya 

menjadi tanggung jawab pihak kedua 

PASAL 20 

Khusus untuk gelas ES TELER 77, mangkok bakso, gelas rujak gobet, plastik 

tentengan dan segala perlengkapan lainnya yang sudah distandartkan dan berlogo 

ES TELER 77 hanya dikeluarkan oleh pihak kesatu, dan pihak kedua harus 

membeli dari pihak kesatu dengan harga yang sudah ditetapkan, dan biaya 

pengirimannya ditanggung pihak kedua 

BAB VII 

MUTU DAN PELAYANAN 

PASAL 21 

1. Pihak kesatu akan memberitahukan dan mengajarkan seluruh resep-resep 

hidangan yang dijual ES TELER 77 beserta standarisasi mutunya 

2. Pihak kesatu akan melakukan pengawasan pada saat dan setelah masa 

pembukaan sampai batas di mana pihak kesatu merasa bisa menyerahkan 

tanggung jawab pengawasan kepada pihak kedua 

3. Pihak kesatu akan memonitor kelancaran operasi pihak kedua berdasarkan 

keadaan dan laporan pihak kedua, dan bila diperlukan akan mengirim staf 

ahlinya untuk melakukan pengarahan dan perbaikan untuk meningkatkan 

mutu dan pelayanan 

4. pihak kedua berhak memanggil staf ahli dari pihak kesatu bila diperlukan 

5. Semua biaya untuk hal tersebut di atas menjadi tanggung jawab pihak kedua 
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BAB VIII 

SUSUNAN MENU DAN HARGA 

PASAL 22 

Menu dan harga ditentukan oleh pihak kesatu dan pihak kedua tidak boleh 

melakukan penambahan dan perubahan tanpa sepengetahuan pihak kesatu 

BAB IX 

MANAJEMEN DAN PEMBUKUAN 

PASAL 23  

Manajemen dan pembukuan ditangani pihak kedua, dengan biaya ditanggung pihak 

kedua 

BAB X 

PROMOSI DAN PERIJINAN 

PASAL 24 

1. Promosi ditangani dan dilaksanakan oleh pihak kedua dengan persetujuan 

pihak kesatu 

2. Promosi yang dilakukan ialah logo dan papan merek, iklan diharian ibu kota, 

iklan diharian setempat, sebaran/pamphlet, spanduk dll 

3. Promosi secara berkala/promosi yang bersifat mengingatkan dilaksanakan 

oleh pihak kedua 

4. semua biaya yang menyangkut kegiatan promosi menjadi tanggung jawab 

pihak kedua 

PASAL 25 

1. Pembuatan perijinan dilaksanakan pihak kedua, pihak kesatu hanya  

memberikan informasi yang diperlukan untuk usaha ini 
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2. pajak-pajak yang berhubungan dengan usaha ini diurus oleh pihak kedua 

3. semua biaya untuk pajak-pajak dan perijinan ditanggung pihak kedua 

BAB XI 

HAK DAN KEWAJIBAN 

PASAL 26 

1. Pihak kedua adalah satu-satunya pemegang hak untuk Kota Semarang dan 

tidak boleh mengoperkan/mengalihkan menyewakan atau meminjamkan 

haknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak kesatu 

2. Apabila pihak kedua berhalangan maka haknya bisa diwakili atau diwariskan 

kepada keturunannya atau ahli warisnya menurut hokum 

3. Pihak ketiga tidak boleh membuka cabangnya di tempat lain tanpa 

sengetahuan dan mengikuti ketentuan-ketentuan pihak kesatu 

4. Pihak kedua diwajibkan menjaga nama baik pihak kesatu beserta usahanya dan 

memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian ini 

PASAL 27 

1. Pihak kesatu akan berusaha sekuat tenaga untuk memajukan usaha ini akan 

tetapi tidak dikenakan beban dan tanggung jawab apabila menderita kerugian 

2. Pihak kesatu tidak bertanggung jawab atas tindak tanduk pihak kedua pabila 

melakukan tindakan melanggar hukum dengan membawa nama baik pihak 

kesatu 

3. Pihak kesatu berhak mencabut hak pemakaian nama ini apabila pihak kedua 

tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya yang dapat merugikan nama baik 

pihak kesatu 

4. Apabila hal tersebut terjadi, maka segala pembayaran yang telah diterima 

pihak kesatu tidak dapat dikembalikan walaupun masa perjanjian ini belum 

berkahir. 
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BAB XII 

DAN LAIN LAIN  

PASAL 28 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan di atas akan ditentukan bersama 

secara musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka 

kedua pihak setuju untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat 

 

 

PIHAK KEDUA                                                                     PIHAK KESATU 

  

Tuan AN HARRY A. SULISTYO Tuan SUKIYATNO 

NUGROHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


